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ABSTRACK

TAX EFFORT BY THE DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL REGIONAL HALMAHERA

Saniah Hi. Bayan
Open University
Bayan maps@yahoo.co.id

Keywords: Improved tax potential, determine the target, and the realization of tax revenues

The study focused on tax effort (tax effort) by the Regional Revenue Office in the
District of Central Halmahera, Central Halmahera, with a view to seeing how far the success of
original income tax in particular the efforts of Central Halmahera in the context of the
implementation of regional autonomy, so that the obtained increase in the quality of Government
services satisfying and profitable community. It is necessary to further study the comparison
between the actual level of regional real income receipts tax in particular Regional and local tax-
sharing and tax-sharing with the target as specified in the particular region incomie contribution
of regional tax and tax-sharing and realization of acceptance,

The study was a descriptive study with qualitative approach. Data and information obtained from
the data source, which is supported by resource persons on the docdément in accordance with the
setting and field research. The research instrument is the mSedrclier who uses interview guide
with the data collection procedure consisted of observations, \interviews, and documents. data
obtained in though, in testing its validity by triangulation and subsequent in interpreting the
research findings obtained.

The results showed that the regional real incomes especially efforts to increase local taxes and
the tax results in the middle of Halmahera in the last four years (2004-2008) continues to
increase, but its contribution and the aliocation of funds for public services are lacking or small
and the potential that exists, yet goverharce in local taxes and tax-sharing maximally effective,
efficient and professional.

overcome the lack of public awareness in the taxpayer paying for the increase in original income
tax and in particular the increase in the iax-sharing did intensification revenuve sources that
already exist in extending the revenue sources have not yet been dug, and the determination of
the target in accordance with the existing potential and considering the economic condition of

society.
In conclusion, the study proves that the government officers in the Regional Revenne Office in

carrying out the activities assigned tax collection in the field has not optimally so that the public
was not yet understand the importance of paying taxes.
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ABSTRAK
UPAYA PAJAK (TAX EFFORT) OLEH DINAS
PENDAPATAN DAERAH HALMAHERA TENGAH

Saniah Hi Bayan
Universitas Terbuka
Bavan maps2/@vahoo.co.id

Kata kunci : Peningkatan Potensi Pajak, Menentukan Target, dan Realisasi Penerimaan Pajak.

Penelitian difokuskan pada upaya pajak (tax effort) oleh Dinas Pendapatan Daerah
Halmahera Tengah di Kabupaten Halmahera Tengah dengan maksud untuk melihat sejauh mana
keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah khususnya upaya pajak| Kalmahera tengah
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan
pemerintah yang memuaskan dan menguntumkan masyarakat. Untuk_ itu perlu dikaji lebih jauh
tingkat perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan ashi dagrah-khususnya pajak daerah
dan bagi hasil pajak dengan target yang ditentukan dalam kontribusi pendapatas asli daerah
khususnya pajak daerah dan bagi hasil pajak serta realisasi pencrimaannya,

Penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Ddta dastinformasi diperoleh dari sumber
data, yaitu nara sumber didukung oleh dokumen sesuai déngan setting dan faild penelitian.
Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang menggunakan pedoman wawancara dengan
prosudur pengumpulan data yang terdiri dari pengatnatan, wawancara, dan dokumen. Data yang
diperoleh , diuji keabsahannya dengan tri angulasi, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan
penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, bdhywa.pendapatan asli daerah khususnya upaya peningkatan
pajak daerah dan bagi hasil pajakdiKabapaten Halmahera Tengah dalam empat tahun terakhir
(2005-2008) terus meningkat, namin kontribusinya serta alokasi dana untuk pelayanan
masyarakat masih kurang atatnkecil dari potensi yang ada, belum dikelolanya pajak dacrah, dan
bagi hasil pajak secara maksimal/ efektif dan professional.

Mengatasi kurangnya ~kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya peningkatan pajak dan bagi hasil pajak
dilakukan intensifikasi sumber-sumber penerimaan yang telah ada dalam ekstensifikasi sumber-
sumber penerimaan yang belum digali, serta penentuan target sesuai dengan potensi yang ada
dan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

Sebagai kesimpulan, penelitian membuktikan bahwa aparatur pemerintzhan dinas
Pendapatan Daerah yang di tugaskan dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak dilapangan
belum secara maksimal sehingga masyarakat pun belum mengerti tentang pentingnya membayar
pajak.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat karunia, dan
perkenaan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan maksimal
mungkin. TAPM ini merupakan mata kuliah terakhic dasi Program Magister Administrasi Publik
{MAP) pada Universitas Terbuka.

Penyusun TAPM ini dilakukan dengan menganalisis data dan mengkaji teori-teori yang
relefan dengan penelitian dengan judul “ Upaya Pajak (tax effortj Oleh Dinas Pendapatan Daerah
Halmahera Tengah” kemudian dilakukan wawancara dan pengamatan langsung untuk
mendapatkan data yang akurat dan valid, termasuk pengumpulan data dapat penulis selesaikan
dengan tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti.

Penyelesaian tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan vang diberikan oleh
berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil sehingga tesis ini dapat tepséleszaikan dengan
baik untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampalkan tasa terima kasih
yang tak terhingga terutama kepada Prof. Dr. Eko Prasojo, Magirer.Publik. dan Dr. Abdul
Wahab Hasyim, SE, MSi selaku pembimbing yang banvak/ meluangkan waktu untuk
memberikan bimbingan maupun petunjuk kepada penulis seHingga fesis ini dapat diselesaikan
dengan baik.

Selapjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga pula
kepada :
1. Bupati Halmahera Tengah yang teldh memberikan kesempatan kepada penulis untuk
dapat mengikuti izin belajar.

7. Drs. Salim Kamaluddin selakiegala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang juga
memberikan kesempatan| nifepgikuti izin belajar, dac memberikan naschat pada saat
keberangkatan penulisimenuja tempat pendidikan.

3. Ketua Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) UT beserta seluruh
jajarannya vanghtelah memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemulis selama
menempuh pendidikan sampai menyelesaikan TAPM ini.

4, Segenap dosen tutorial pada program studi Magister Administrasi Publik yang telah
banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah beserta seluruh
jajarannya, terutama Sekertaris dan Kepala Bidang Penagihan yang telah banyak
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membantu penulis selama dalam penelitian, dengan memberikan data-data yang sangat
penting dalam penyusunan tesis.

6. Rekan-rekan scangkatan terutama Nurdina, Ahmad Hadi, Firria Drachman, Hi Bahar
Haji, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak
membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

7. Ayahanda tercinta Hi. Budi Hi Bayan dan Ibunda Hj Saibah Ma’ruf serta adik-adik yang
telah memberikan dorongan, semangat serta doa kepada penulis.

8. Suamiku tercinta A. Marasabessy, serta anak-anakku yang telah memberikan kasih
sayang serta dorongan dan doa yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir mandiri tepat pada waktunya.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan sebagai ucapan rasa terima kasih, hanya berharap
semoga Allah SWT membalas semus kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga
dilipat gandakan pahalanya.

Akhimya penulis menyadari bahwa tugas akhir program magister (TAPM) masih jauh dari
kesempurnaan, Namun demikian penulis berharap semoga~kebetadaan TAPM ini dapat
bermanfaat bagi pembaca terutama kepada pemerintah daerah{ Kabupaten Halmahera Tengah
sebagai bahan masukan untuk pengkajian lebih lanjut, Terimd kdsih.

Ternate, 10 November 2010

Saniah Hi Bayen
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A Kajian Teori

1. Pengertian Otonomi Daerah

Dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa kehadiran pemerintah sangat di
perlukan.  Pemerintah dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam
masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan demikian pada
hakikatnya pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan
pemerintahan pada suatu negara yang sangat luas seperti Negara Kesatuan Republik
Indonesia tentu akan menghadapi permasalahan yang sangat rumit dan kompleks.
Mengingat luasnya wilayah dan kompleksnya urusan yang hatus di Kelola, maka
tidak mungkin pemerintah (pusat) mampu menyelenggarakan pémerintahan dengan

efektif.

Untuk dapat menyelenggarakan tanggung'jawab” dan kewenangan pemerintah
vang menjangkan seluruh  wilayah /negara’ maka pemerintah perfu  untuk
menyerahkan sebagian kewenangan-tersebut kepada daerah. Kewenangan tersebut
dapat diberikan kepada perpigkatnya di daersh maupun kepada pemerintah daerah.
Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan pemberian otonomi luas
kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkaian pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kosasih (2000:67-68) menyatakan bahwa, ” perubahan kewenangan-
kewenangan pemerintah yang memberi kewenangan otonomi daerah yang luas,

nyata, dan bertanggungjawab berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan
daerah mengalami perubahan antara lain sistem pertanggungjawaban kepala daerah,
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sistem pengawasan daerah, penganggaran (Budgetting), sumber-sumber pendapatan
dan pengelolaan pemerintah daerah, termasuk perubahan dalam prinsip administrasi
pembangunan daerah di mana daerah diberikan keleluasaan dalam penyusunan
perencanaan pemnbangunan (development planning) sesuai kebutuhan dan keinginan
daerah.”

Dengan otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pemerintah Daersh dalam rangka meningkatkan efesiensi dan
efektifitas penyelenggaraan otonomi daersh, perlu memperhatikan hubungan antar
susunan pemetintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanckdragaman
daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam
dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras'di samping itu, perlu
diperhatikan puia peluang dan tantangan dalam¢ persaingan global dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetabuan dan teknologi, agar mampu
menjalankan perannya tersebut, daerah diberiKan kewenangan yang seluas-luasnya di
sertai dengan pemberian hak dan_kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah

dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan.
Menurut Harsono (1992;7-8) :

“Pemerintdh ‘daerah karena semakin meningkatnya kebutuban-kebutuhan
rakyat yang tinggal dalam wilayah begitu luas, tidak cukup hanya diadakan
pemerintah khususnya pusat di dacrah saja, melainkan masih dibutuhkan
pembentukan pemerintah lokal yang di serahi urusan-urusan tertentu untuk di
selenggarakan sebagai urusan rumah tangga sendiei.”

Pembentukan pemerintah lokal ini diharspkan dapat menyelenggarakan tugas
pemerintah di daerah sedemikian rupa sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah.

17
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selanjutnya dengan pendapat tersebut di atas maka:

Rasyid (1997;101) mengatakan bahwa ” Otonomi daerah adalah hak, wewenang
dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.
Hak itu diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah
pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, sesuai dengan keadaan,
kemampuan dan kebutuhan dacrah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini
kebijakan Desentralisasi selalu di kaitkan dengan penilaian yang menyeluruh
atas, keadaan, kemampuan, dan kebutuhan daerah untuk menerima otonom™.

Dalam kaitannya dengan pelimpahan kewenangan otonomi daerah, harus di
dasarkan atas pertimbangan kondisi serta kemampuan riil daerah, hal ini senada
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sarwoto (1974;3), sebagai berikut:

“Dasar pertimbangan dalam menetapkan besarnya pelimpahan, kéwenangan

otonomi kepada daerah terutama adalah kondisi serta Kemaripuan riii daerah

yang dilimpahi kewenangan sehingga dapatlah diartikan” bahwa di bidang
desentralisasi sistem ketatanegaraan Republik\(Indonesia menganut azas
otonomi riil”.

Sejalan dengan pendapat tersebut di ‘tas ‘Redjo (1998;122) mengatakan ada
empat hal yang penting untuk menilaisuatu daerah dapat mengurus dan mengatur
rumah tangganya sendiri, yaitu ;

1. Adanya urusan-urusan yang di serahkan oleh pemerintah atasnya (pusat dan
daerah).

2. Pengaturan‘dan penyusunan urusan tersebut dilakukan atas inisiatif dan
kebijaksanaan sendiri.

3. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan perlengkapan atas aparatur sendiri.

4. Untuk membiayai urusan tersebut di perlukan sumber- sumber keuangan sendiri.
Sehubungan dengan penerapan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab seperti di maksud di atas, konsekuensinya adalah bahwa otonomi

18
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daerah diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Pertimbangannya adalah

dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan
pembangunan, kenyataan yang ada bahwa daerah kabupaten dan daerah kotalah yang
lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih mengerti
dan memenuhi aspirasi masyarakat tersebut.

Sejalan dengan pendapat di atas, Rasyid (1997:99-100), mengatakan
“Pemerintahan yvang lebih baik adalah yang dekat kepada masyarakatl
Pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang di
berikan menjadi semakin baik (the closer the goverment, the better is serves).
Kalau pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang
diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, akomodatif, inovatif, dan
produktif”.

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya, ada beberapa
faktor yang perlu mendapat perhatian. Menurut Kaho/(1988:60), setidaknya ada

empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi dacrah, yaitu :

1). Keuangan harus cukup dan baik.

2). Manusia pelaksananya harus baik.

3). Peralatan harus cukup dan baik.

4), Organisasi dan manajemennyaharus baik.

Batasan ini menjelaskan pfoses kewenangan yang diserahkan Pemerintah pusat
kepada daerah, vaitu dengan deconfration atan dengan devolution. Di lain pihak
memang terlihat'adanya gejala tuntunan akan Otonomi Daerah di latar belakangi oleh
berbagai alasan, seperti kesenjangan -kesenjangan sosial, ekonomi, pemerataan, dan
kesenjangan hak-hak antarakelompok minoritas dan mayoritas bisa juga karena
alasan lain. Sebagaimana di kemukakan Rust (1969:22), “balhwa pemerintahan yang

sentralistik menjadi kurang populer karcna ketidak mampuan untuk memahami
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secara tepat nilai-nilai daerah atau sentimen aspirasi lokal”.

Adakalanya tuntutan keinginan dari pendiri negara atau merupakan amanat
dari konstitusi suatu negara, sebagaimana halnya di negara kesatuan Republik
Indonesia. Artinya, otonomi daerah di negara Republik Indonesia tidak lahir sebagai
reaksi atas ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Bahkan sebelum
Indonesia merdekapun otonomi bukan merupakan tuntutan dari daerah. Sebaliknya,
justru daerah-daerah dituntut oleh Hindia Belanda untuk mampu dan mengurus
rumah tangganya sendiri, yakni dengan dikelauarkannya decentralissatie Wet pada
tahun 1903. Meskipun semangat materi dan muatan decentralissatie Wet 1903
berbeda dengan konsep otonomi daerah yang sekarang dipraktekkan dalam Kesatuan
Republik Indonesia. Menurut Harsono (1992:7-8) :” Pemerintahan\daerah muncul
karena semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan rakyat, yang tinggal di dalam
wilayah yang begitu luas, tidak cukup hanya di adakas pémerintah khususnya pusat
dan daerah saja, melainkan masih di butuhkan pembentukan pemerintah lokal yang
di serahi urusan-urusan tertentu untuk di selenggarakan sebagai urusan rumah tangga
sendiri. Pembentukan pemerintah lokal ini diharapkan dapat menyelenggarakan tugas

pemerintah di dacrah sedemikiaf rupa sesuai dengan keadaan dan kebutvhan daerah”.
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2. Keaangan

Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Makin
baik keuangan suatu negara, makin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara
itu, Sebaliknya, kalau kevangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi
berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban vang
diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah daersh, keuangan
merupakan suatu masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah
tangga daerah. Manullang, (1983:67)

Dari uraian tersebut di atas, faktor keuangan merupakan salah satu hal yang
penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegidtan yang
tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersediay, makin banyak
puia kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilgksarakan. Demikian juga
semakin baik pengelolahannya semakin berdaya guna peniakaian nang tersebut,

Bagi kehidupan suatu negara, masalah kepangan négara sangat penting. Makin
baik kevangan suatu negara, maka makin stabil pula kedudukan pemerintah dalam
negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacsu maka pemerintah akan
menghadapi berbagai kesulitai J4dan Trintangan dalam menyelenggarakan segala
kewajiban yang di berikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah dacrah,
keuangan merupakan suaiy masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus
rumah tangga daerah /Manullang, (1983:67).

3. Keuangan Daerah
Keuangan daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara

nyata kemampuan daerah. Kevangan dacrah merupakan faktor esensial untuk

mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dalam
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penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membuiuhkan dana atau uang.

Keadaan keuangan dacrahlah yang sangat menentukan corak, bentuk serta
kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan di lakukan oleh Pemerintah Daecrah.
Tanpa keuangan yang memadai, maka dacrah akan tergantung pada subsidi.
Ketergantungan pada subsidi akan menyebabkan dagrah menjadi tidak otonom dalam
arti yang sesungguhnya Dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria
umung mengetahui secara nyata kemampuan dagrah dalam mengurus rumah
tangganya sendiri.

Menurut Widjaya (2001;147) bahwa “Keuangan daerah adalah semua
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerali-vang dapat
di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekavaan lain vang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah termasbk dalam kerangka
APBD”

Pentingnya posisi kevangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah

sangat disadari oleh Pemerintah. Dinas Pendapatan ‘Dacrah Kabupaten Halmahera
Tengah mempunyai program kerja adalah untuk merumuskan rencana pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pembangunan, di\ samping itu upaya untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah {(PAD) yang berpedoman pada kebijakan vang telah di
tetapkan, dilakukan dengén card meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususunya yang mempunyal kewajiban membayar pungutan daerah. "Keuangan
daerah merupakan seinh satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata
kemampuan daerah. Kevangan daerah merupakan faktor esensial untuk mengukur
tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dalam
penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang.
Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk serta
kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
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Tanpa keuangan yang memadai, maka dacrah akan tergantung pada subsidi.

Ketergantungan pada subsidi akan menyebabkan daerah menjadi tidak otonom dalam
arti yang sesungguhnya”.

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah tanggug jawab,
artinya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya
lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.

Berkaitan dengan itu, Gie (1986:33) mengatakan bahwa “Pada prinsipnya

daerah otonomi harus dapat membiayai sendiri semua kebutuban sehari-hari

yang rutin. Apabilah uotuk kebutuhan itu daerah masih mengandalkan bantuan
keuangan dari pusat, maka sesungguhnya daerah itu tidak otonom lagi”.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dacrah dituntet untuk lebih
mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah dengan _mengandalkan upaya
pengelolaan pajak daerah yang optimal dan efektif kargna- dengan ketersediaan
anggaran dana pemerintashan maka pembangunan tefealisasi dengan baik.

Pramudji (1980:61-62) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat

melaksanakan fungsi dengan efektif day efisien tanpa biaya yang cukup untuk

memberikan  pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilzh merupakan
salah satu dasar kriteria ufifuk.mengetahui secara nyata kemampuan daerah
dalam mengurus rumali tangganya sendiri”.

Untuk ifu, maka, pencarian sumber keuangan daerah, melalui pendapatan asli
daerah merupakan \upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh kabupaten dan kota.
Besamya ketergantungan daerah pada bantuan pusat akan menunjukkan bahwa
daerah tersebut belumlah otonomi dalam arti sesungguhnya. Pernyataan berotonomi
daerah juga berotomoney, berarti menunjukkan ketergantungan (dalam hal keuangan)
daersh kepada pusat dalam pengembangan pembangunan daerahnya. Idealnya
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menyumbang sebagian besar dari
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scluruh pendapatan daerah dibandingkan sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi

BBM dan bantuan seperti DAK dan DAU (Redjo, 1998:77)

Kemampuan mengurus rumah tangga sendiri merupakan hakekat otonomi
daerah, Kemampuan berotonomi daerah berarti kemampuan dukungan keuangan
sendiri unfuk membiayai otonomi tersebut.

“Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah
dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-
supporting dalam bidang kevangan. Dengan perkataan lain faktor keuangan
merupakan  faktor csensial dalam mengukur kemampuan dacrah dalam
melaksanakan otonominya” Kaho, (1988:123).

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah
membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat
mempercleh melalui beberapa cara :

1. Daerah dapat mengumpulakan dana dari pajak ‘da¢rah yang sudah di setujui
oleh pemerintah pusat,

2. Pemerintah daerah dapat melakukan-pinjgman dari pihak ketiga, pasar vang
atau bank pusat.

3. Ikut ambil bagian dalam penctapan pajak sentral vang dipungut daerah,
misalnya sekian persef, dari pénetapan pajak sentral tersebut.

4. Pemerintah daerah dapat menambabkan tarif pajak sentral tertentu, misainya
pajak kekayasan atay pajak pendapatan.

5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah
pusat Lains, (1985:41).

Pentingnya posisi keuvangan daersh dalam penyelenggaraan otonomi daerah
sangat disadari oleh Pemerintah. Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten Halmahera
Tengah mempunyai program kerja adalah untuk merumuskan rencana pelaksanaan

kegiatan-kegiatan pembangunan, di samping ifu upaya untuk meningkatkan
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpedoman pada kebijakan yang telah di

tetapkan, dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususunya yang mempunyai kewajiban membayar pungutan daerah.

Pendapatan Asli Dacrah merupakan salah satu variabel penting dalam rangka
menyju otonomi daersh, otonomi bermakna memerintah sendiri, dacrah otonom
sering disebut sebagai local self government. Analisa dan pengalihan dari pemerintah
daerah sesungguhnya tuntutan yang mendesak dalam formulasi dan implementasi
otonomi daerah adalah dalam tiga pokok permasalahan yaitu Sharing of Power,
Distribution of Income, kemandirian sistem manajemen di daerah. Dalam kerangka
otonomi dacrah, maka Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel penting dan harus
di tingkatkan supaya memberikan kontribusi yang besar khustinya Kabupaten
Halmahera Tengah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupatén Halmahera Tengah harus
memenuhi aspek keadilan bagi masyarakan agar tidak menimbulkan hambatan dan
perlawanan, artinya peningkatan Pendapatan, Asli Daerah sesuai dengan hukum yang
ada. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak dan retribusi
secara umum dan merata serfa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Sedangkan adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan kepada wajib pajak
dan retribusi vntuk. mengajukkan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan
mengajukkan banding kepada majelis pertimbangan pajak dan retribusi.

Mardiasno, (2002;2). "Pemerintah tidak hanya memungut pajak dan retribusi
dari subyek pajak dan retribusi tetapi juga harus memberikan kontra produktif
terhadap subyek pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat dalam
bentuk peningkatan pelayanan”.
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“Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah merupakan sumber pendapatan
daerah vang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggungjawab. Retribusi adalah jasa pembayaran-pesmbayaren kepada
negara yang di lakukan oleh mercka yang menggunakan jasa negara “Sumitro,
(1987:17).

"Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagal pembayaran pemakalan atau

karena memperoleh jasa, usaha atau milik daersh untuk kepentingan umum,

atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk secara langsung maupun tidak
langsung.”

Pendapat-pendapat di atas, Kaho (1988 : 152) menjelasakan ciri-ci pokok

retribusi daerah, yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh daerah ;

2. Dalam punpgutan retribusi terdapat prestasi yapg di berikan daerah yang
langsung dapat di funjuk ;

3. Retribusi di kenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau
Mengenyam jasa yang di sedlakan daeraiy,

Sedangkan menurut Redjo, (1998:50-915 :

1. Bahwa retribusl daerah bersifat kembar yang artinya dari satu jenis sumber
retribusi, dapat di kenakan pémbayaran untuk duva atau tiga jasa instansi.
Dan hal ini berbedd dengan pajak yang hanya oleh satu instansi yaite yang
belum di laksanakan/di usahakan oleh instansi atasnya (Dati I atau Pusat).

2. Bahwa pemungutan reiribusi didasarkan pada pemberian jasa kzpada
pemakai jasa yang di sediskan oleh pemerintah daerah; barulah pemakai
jasa membayamya. Pan hal ini berbeda dengan pa;ak dacrah yang dapat di
pungut dengan tanpa mmnpersoalkggaéafﬁéah:yajasa pemerintah. n

3. Bahwa pemunguian retribusi dapat dikenakan kepada siapa safa yang telah
mendapatkan jasa deri pemerintah daerah, baik anak-anak maupun orang
dewasa. Sementara pﬁaic di bayar oleh orang-orang tertentu yaitu wajiis
pajak: |

4. Pemungutan retribusl dilakukan berulang kafl terhadap sescorang

16

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117.pdf
sepanjang ia mendapat jasa dari pemerintah daersh. Dan sehubungan

jumlahnya relatif kecil, maka pembayarannya jarang di angsur. Dan hal ini
berbeda dengan pajak yang di kenakan setahun sekali, dengan cara
pembayaran tunai atay mengangsur,

Sifat-sifat khas retribusi di atas, dapat diprediksi akan menghasilkan dana yang
sangat besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah apabilah pemerintah daerah
khususnya Dinas pendapatan Daerah mampu mengefektifkan dan mengefisienkan
sumber-sumber retribusi dan pengelolaannya.Selain hasil pajak daerah dan retribusi
daerah, pendapatan asli dacrsh juga berasal dari perusahaan daersh. Dalam hal ini,
perusahaan daerah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daersh. Oleh
sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat
profesional dan hams tetap berpegang pada prinsip ekonomi“secara umum, yaitu
efisiensi.

Perusahaan daerah merupakan salah satu kOmpoiien yang diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi pendapatan daeralt] fapi sifat utama dari perusahaan
daecrah bukanlah berorientasi pada profit, (keuntungan) semata, akan tetapi justru
dalam memberikan jasa dan meny€lenggarakan kemanfaatan umum. Walaupun
demikian hal ini tidak berafti-babwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan
kontribusi maksimal bagi Ketangguhan keuangan daerah.

Menurut Kaho (1988 2167 ), perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus
tetap terjamin keseimbangannya, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Oleh karena itu perusashaan daerah mempunyai misi dan visi yang jelas
sehingga pengelolaannya profesional dengan tanpa melupakan fungsi sosial dan
sebenamya perusahaan dacrah harus dapat memberikan kontribusi yang besar bagi

PAD, Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan kcharusan untuk
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mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan dacrah dapat memberikan

sumbangan bagi pendapatan dacrah, bukanlah dua pilihan dikotonomis yang saling
bertolak belakang. Artinya, bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat
berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang
bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila
profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan.

Dengan demikian perusahan dan daerah mempunyai dua fungsi pokok, vaitu
sebagai dinamisator perekonomian dacrah yang berarti harus mampu memberikan
rangsangan bagi perkembangan perekonomian daersh. Ini berarti perusahaan daerah
harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga keuntungan yang dapat di
setorkan ke kas dacrah.

Selanjutnya Redjo {1998 : 92) menjelaskan sebagai berikut/

1. Perusahaan daerah merupakan suatu kesatuan produksi yang bersifat memberikan
jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan’memvpuk pendapatan;

2. Perusahaan daerah berfujuan untuk turuf serta ‘melaksanakan pembangunan
ekonomi daecrah dan pembangunan, ¢konomii masyarakat umumnya, untuk
memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industr, ketentraman serta
ketenangan kerja dalam perasahaan,

3, Perusahaan dacrah bergerak'\dalam lapangan vang sesuai dengan urusan rumah
tangganya menurut perundang-undangan.

4. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak
di dacrah menipakan kekayaan daerah yang di pisahkan.

Pemerintah kabupaten Halmshera Tengah harus lebih  meningkatkan
penerimaan dari perusahaan daerah merupakan salah satn komponen yang di
harapkan memberikan kontribusi bagi pendapatan dacrah. Sumber pendapatan daerah
lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang di
peroleh secara sah oleh pemerintah daerah. dinas-dinas daerah sekalipun tugas dan
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fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu

memperhitungkan uitung rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan
dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan
imbalan. Di sini daerah dapat menambah pendapatan aslinya. yang di berikan cukup
besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya.

Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah
dan bertugas memungut berbagai pajak retribusi dan pajak daerah, dari segi jumiah
dan jenis penerimaan yang dipungut daerash masing-masing. Dinas Pendapatan
Daerah juga bertugas scbagai koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua
penerimaan, tetapi nampaknya belum banyak yang berhasil menjalankan tugas ini.
Hal ini sesuai dengan pendapat Kaho (1988 ; 173) bahwa,” dalam) Kenyataannya,
sektor dinas-dinas daerah hanya sedikit lebih baik dibandingkaft dengan perusahaan
daerah dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerahi dan pendapatan daerah
umumnya. Prospek keuangan daerah otonom vyarg berSumber pada dinas-dinas
daerah tidak semuanya dapat diandalkan, ,sekalipun terdapat beberapa yang
menggembirakan™.

4. Pajak

Berbagai teori dan defimisi~tentang  pajak telah diuraikan olch parah

ahli.Beberapa diantaranya adalal sebagai berikut :
Menurut Sumitro (1979 :23) “Pajak merupakan juran rakyat kepada kas negara
{peralihan kekayaan dari sektor partiklir ke sektor Pemerintahan) berdasarkan
undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (Jegen
prestatie) untuk membiayai”. Norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraaan luran wajib, berupa

uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan pengeluaran umum
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(publike uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk

mencapai tujuan yang ada di lar bidang keuangan.

Menurut Adriani, dalam Prastowo, (2010 :7) “Pajak ialah iuran kepada Negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayamya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan”,

Berdasarkan pada statement para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
pajak ialah kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat terhadap Negara berupa
pungutan-pungutan vang ditentukan berdasarkan pada aturan perundang.uindangan.
hal ini senada dengan pendapat Soeparman yang dikutip Prastowo,(2010:8) bahwa
“pajak adalah juran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biayaprodaksi barang-barang dan
jasa-jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan nmum”,

Pajak sebagai anggaran pemerintah dacrzh dimana pelaksanaan fugas dan
wewenang masing-masing tingkat pemerintah memerlukan dukungan pendanaan
yang menjembatani tuntutap “masyarakat dan daerah yang berorientasi pada
kepentingan publik. Scmmtéra menurut Rahmat Soemitro,{Abdul Halim: 2004 : 129)
pajak merupakan “iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang
dapat dipaksakan'dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi), yang langsung
dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalarm masyarakat,
Tanpa masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksudkan

adalah masyarakat hukum, Manusia hidup bermasyarakat masing-masing membawa
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hak dan kewajiban, akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu

dan masyarakat artinya ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu
juga sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu, namun ada
pembatasan hak-hak asasi manusia olch masyarakat, Pendapat ini kemudian di
sempurnakan kembali oleh ahli yang sama sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada Kas Negara untuk
membiayai pengelvaran rutin dan seluruhnya digunakan untuk public saving
yang merupakan sumber utama untok membiayai public investment® Sumitro
{1980 : 3).

Dengan demikian pajak adalah tuntutan terhadap rakyat berupa iuran-furan

wajib untuk negara yang dapat digunakan sebagai siunber pembiayaan pembangunan
dacrah.

Pendapat lain di kemukakan Soemohadimidjojo (1990 % .1-2) , "Pajak ialah
iuran wajib, berupa vang atau barang, yang dipungut/oleh penguasa berdasarkan
norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolekiif
dalam mencapai kesegjahteraan umum.” Pajak Jazimnya diberikan dalam bentuk uang
atau natura olch anggots masyarakat kepada mésyarakat, tanpa mendapat imbalan
secara langsung, yvang digunakanuntuk membiayai kepentingan umum. Rochmat
dalamn Mardiasmo, (2002:1} méngatakan bahwa “pajak adalah iuren rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang di
gunakan untuk membayar pengeluaran umum™. Sementara menurut Marohot Sighaan,
(2005 : 7), “pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-
undang vang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mercka yang

tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan®.
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Berdasarkan definisi pajak sebagaimana yang di uraikan oleh para zhli diatas,

dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitn
sebagai berikut :
1. Pajak di pungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
Daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, vaitu kas pemerintzh
pusat maupun kas pemerintah Daerah sesuai dengan jenis pajak yang
dipungut
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi
individu oleh pemerintah. Dengan kata lain tidak ada hubungan langsung
antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifesiasi’ kontra
prestasi dari negara kepada para pembayar pajak
5. Pajak dapat dipungut karena adanya suatu keadaan keiadian dan perbuatan
yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikeénakan pajak.

6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Afiinys wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi pidana
maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pajak daerah

Pengertian pajak daerah ménuret’ Undang- undang Nomor 34. tahun 2004, yang
merupakan perubahan dari \Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang pajak
daerah dan Retribusi‘daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada dacrah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemertintahan daerah dan pembangunan daerah,

Sementara itu dalam peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak

daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
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digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah daerah Sedangkan Siagian (1988 ; 64) merumuskan :

“Pajak daerah adalah pajak negara vang diserahkan kepada daersh dan di

nyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang”.

Pajak daerah diberlakukan oleh daerah otonom berdasarkan peraturan
perundang-undangan dengan menetapkan tarif pajak sesuai dengan aturan penagihan
pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya Davey, (1988 : 39-40) mengemukakan,
bahwa pajak daerah sebagai :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari
daerah ity sendiri;

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan
tarifiiva di lakukan oleh pemerintah daerah;

3. Pajak vang ditetapkan dan di pungut oleh pemerintah daerah;

4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah tapi hasil
pungutannya diberikan kepada, di bagi hasilkan dengan, atau tanpa di
bebani pungutan tambahan {opsen) Oleh pemerintah pusat.

Ditinjau dari lembaga pemungutannyay pajak di bedakan menjadi dua, vaitu
pajak pusat discbut juga pajak Negara dan pajak Daerah. Pembagian jenis pajak ini
terkait dengan hierarki pemérintahan yang berwewenang menjalankan pemerintahan
dan memungut sumber‘pendapatan negara.

Selanjutnya Kaho (1988 : 130) menjelaskan ciri- ciri yang menyertai pajak
dacrah adalah scbagai berikut :

1. Pajak dacrah berasal dari pajak nepara yang diserahkan kepada daersh
sebagai pajak dacrah.

2. Penyerzhan di lakukan berdasarkan undang-undang.

3. Pajak daerah dipungut oleh dacrah berdasarkan kekuatan undang-undang
dan atau peraturan hukum lainnya.
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4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai
pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah sebagai
salah satu komponen pendapat asli daaerah memiliki prospek yang sangat
baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu pajak darah harus dikelolah lebih
profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha
meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja
daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan
obyek pajak daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang
pribadi atau badan tanpa Imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan pemerintah daerah“dan pembangunan
daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah dengan paraturan daerah ((PERDA), yang wewenang
pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintdhan dacrah dan hasilnya digunakan
untuk membiayai pengeluaran pemérintahan daerah dalam melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di dacrah. Karena pemerintahan
dacrah di Indonesia terbagi\(menjadi dua, vaitu Pemerintahan Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota, yang di beri kewenangan untuk daerah hendaknya
tidak melakukan .upaya® Kontraproduktif yang dapat menimbulkan hambatan atau
distorsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah sechingga

membawa dampak biaya ekonomi yang tinggi (high cost economy ) di daerah.

-Pengcrtian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, di mana Sumitro
(1979:23), merumuskan sebagai berikut
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6. Jenis-Jenis Pajak

Sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis
bpajak kabupaten kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.Hotel adalah bangunan yang

khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan
dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungiut bayaran ,termasuk bangunan lainnya yang
menyatu, dikelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecual;i untuk pertokohan dan
perkantoran.

2. Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

3. Pajak Hiburan : Pajak hiburan adalah pajak atas vpenyeléngearaan hiburan

4. Pajak Reklame: Pajak reklame adalah Pajak atas pényelenggaraan reklame

5. Pajak Penerangann jalan : adalah pajak atas-penggunaan tenaga listrik dengan
ketentuan bahwa diwilayah daerah(tersebut tersedia penerangan jalan yang
rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C : Yaitu pajak atas kegiatan
pengambilan bahan ~galian ‘golongan C sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

7. Pajak parkir vaifu : pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan jasa tempat
parkiran diluar badan jalan oleh orang pribadi atan badan.baik yang disedsiakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha,termasuk
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang

memungut pajak.
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Untuk mempermuda pemahaman kita tentang jenis-jenis pajak, perlunya

dilakukan pengelompokan berbagai pungutan tersebut dalam beberapa klasifikasi,
dengan begitu kita dapat lebih mudah mengenali jenis-jenis pajak, penanggung
beban, cara penyelesaiaannya, tempat penyelesaian, dan waktu penyelesaian,
Klasifikasi jenis pajak tersebut dapat dilihat pada tabel klasifikasi jenis pungutan

sebagaimana tergambar pada tabel klasifikasih pembagian pajak berikut dibawah ini.

TABEL 2.1
KLASIFIKASIH PUNGUTAN PAJAK
No Klnsifikasi Pembagian
1. | Lembaga yang berwewenang > Pajak  pusat adalah pajak  yang
kewenangannya berada di pusat seperfi
PPh,PPN,PBB

» Pajak Daecrah  adalahy/“pajak  yang
kewenangan pungutannya\berada di daerah
, misalnya pajefi) hibran dan  pajak

restoran.

2. Subyek obyek » Pajak subyektif™ adalah pajak  yang
memperhdtikan unsur subyektif terlebih
dahuly!

» Pajak obyektif yaitu Pajak yang pertama-
tdma~, memperhatikan  unsur  obyektif
terlebth dabulu, selanjutnya melihat
subyeknya.

Langsung tidak langsung #» Pajak langsung adalah pajak vang di
pungut secara perodik .

» Pajak tidak langsung adalah pajakyang
dipungut  jika terdapat peristiwa atau
perbuatan  tertentu.misalnys membayar
PPN jika membeli barang tertentu.
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7. Upaya Pajak (Tex Effort)
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam upaya meningkatkan potensi

pajak dan penerimaan pajak dari setiap kegiatan dan transaksi penduduk baik
langsung maupun tidak langsung scbagai obvek pajak melalui Dinas Pendapatan
Daerah yang besarannya diukur dengan nilai rupiah dalam satu tahun. Pendapatan
setiap penerimaan yang bersumber dari penagihan pajak dari masyarakat melalui
Dinas Pendapatan daerah yang dibantu oleh petugas di Kecamatan dan Desa dalam
rangka meningkatkan potensi pajak maka upaya dalam meningkatkan potensi pajak
adalah ;

1. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masysrakat tentang
pentingnya pembayaran pajak.

2. Melaksanakan pekan panutan membayar pajak.

3. Melaksanakan pendataan di kecamatan-kecamatanColel petugas Dinas
Pendapatan Daerah yang dibantu oleh petugas kecamatan dan petugas
lapangan di Desa.

Untuk menentukan potensi dan realisasi pajak dilihat dari banyaknya obyek
Pajak yang terdaftar, apabila obyek pajaknya banyak maka akan lebih besar target
dan realisasinya, apabila objek pajaknya berkurang maka target dan realisasi juga
akan berkurang. Yang mencntikan banyaknya atau jumlah pembayaran pajak adalah
kantor pajak pratama\Temate, bukan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah schingga sering-sering pembayaran pajak tidak sesuai dengan
data di lapangan. Dinas Pendapatan Daerah hanya merupakan implementasi

penagihan pajak daerah.
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Menurut pendapat Mardiasmo, (2002:1-2) mengemukakan bahwa Pajak

mempunyai fungsi yaitu :

L

Fungsi budgetain, pajak scbagai sumber danma bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,

Dalam pemungutan pajak agar tidak mendapat perlawanan atan hambatan,

maka pemungutan pajak. Mardiasmo, (2002:2) harus memenuhi syarat sebagai

berikut :

i
2
3
4

. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
. Tidak menggangu perekonomian (syarat ekonomis).

Pemunguian pajak harus efisien (syarat finansiil},

. Sistern pemungutan harus sederhana.

Dari pendapat tersebut di atas terlihat bahwa ciri mendasar pajak adalsh :

1

2)

3)

4

Pajak dipungut oleh negara berdasarkan k€kuatan undang-undang dan atau
peraturan hukum lainnya;

Pajak dipungut tanpa adanya kontia prestasi yang secara langsung dapat di
tunjuk;

Hasil pungutan pajak diguriakan untuk menutup pengeluaran negara dan
sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi;

Pajek di samping ‘sebagai sumber keuangan negara (budgetair), juga
berfungsi sebagai pengatur (regular ).

“Pajak ialab toran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor

partikelir ke sektor Pemerintzhan) berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan)

dengan tidak mendapatkan jasa timbal (Jegen presiatie) untuk membiayai” Iuran

wajib, berupa uang atau barang vang dipungut berdasarkan noninamoma hukum,

guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai
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kescjahteraaan umum” pengeluaran umum (publike uitgaven), dan yang di gunakan

sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang
kenangan”,

Pendapat ini kemudian disempurnakan kembali oleh ahli yang sama sebagai
berikut : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan selurvhnya digunakan untuk public saving vang
merupakan sumber utama untuk membiayai public invesiment”, Sumitro (1980 : 3).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka kepatuhan wajib pajak
menentukan kemajuan pembangunan dacrah sebab sumber utama untuk membiayai
public investment adalah berupa pajak. Kemampuan daerah dalam mengelolsh pajak
dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu daerah, maka dari itu
upaya memaksimalkan pendapatan dari pajak sesuai dengan, Kétentuan hukum yang
berlaku dengan sendirinya merupakan kunci kebérhasiian pembangunan dan
kesejahteraan umum sebagaimana menurut pendapat Soemohadimidjojo (1990 : 1-2)
"Pajak ialah iuran wajib, berupa uang ataw bafang, vang dipungut oleh penguasa
berdasarkan nrorma-norma hukum, gunavmenutup biaya produksi barang-barang, jasa
kolektif dalam mencapai kesejaliteraaft umum.”

Keefektifan dalam pemuofgutan pajak tersebut sebagai furan wajib yang
dipaksakan menurut undang-undeng yang berlaku yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan\pemérintah daerah dan pembangunan daerah, dengan demikian
pajak daerash merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yeng
berwenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diguvakan
untuk membiayai pengeluaran pemerintash daerah dalam melaksanakan

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.
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8. Faktor-Faktor Penghambat Peningksatan Potensi Pajak

Memperhatikan pengelolaan pajak daerah (pendapatan asli daerah) yang
transparan dan jelas, tidaklah berarti bahwa pengelolaan pajak daerah sudsh pasti
akan berjalan dengan baik, namun dalam implementasinya masih sering
mengalami/dijumpai hambatan dari berbagai pihak baik hambatan vang bersifat
internal maupun yang bersifat eksternal. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat
di kemukakan sebagai berikut:

a. Hambatan Yang Bersifat Internal

Hambatan yang bersifat internal dalam pengelolaan pajak daerah bersumber dari
dalam organisasi pemerintah kabupaten sendiri yang disebabkan oleh hal-hai‘lain:

- Perkembangan intelektual dan moral aparat pengelola pajak daerah

- Kurangnya koordinasi antara unit pengelola pajak daerah-defigan unit terkait.

b. Hambatan Yang Bersifat Eksternal

Hambatan yang bersifat eksternal dalam_pengelolaan pendapatan asli dacrah
dari luar organisasi pemerintzh kabupaten yang-disebabkan oleh hal-hal antara lajn:

- Perkembangan dan intelektual serta moral masyarakat untuk membayar pajak
daerah.

- Rendahnya incame perkapi{a masyarakat.

- Adanya usaha meningkatkan beban pajak daerah oleh masyarakat sesuvai
ketentpan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana di jelaskan terlebih dahulu, bahwa implementasi kebijakan atau
program merupakan suatu proses dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah di
tentukan dan di pilih sebelum menjadi kenyataan. Namun dalam hal ini tidak semua

program yang diimplementasikan itu benar-benar berjalan dengan baik dan mulus
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serta efektif tanpa ada hambatan. bahkan banyak pakar kebijakan yang meragukan,

bahwa semua program yang diimplementasikan dapat berjalan secara optimal.
Menurut Hogwood dan Gun (Hil ), yang dikutip oleh Umbolah,(2004:6) “Tidak ada
implementasi mengandung arti bahwa kebijakan tidak dilaksanakan sesuai
rencana,sementara implementasi vang tidak berhasil terjadi manakalah suat
kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana namun mengingat kondisi
eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam
mewujudkan dampak atau hasil akhir vang dikehendaki.”

Implementasi kebijakan atau program mengalami kegagalan, dapat
menimbuikan pertanyaan seputar sebab mengapa kegagalan ity dapat terjadi. Dengan
mengetahui sebab kegagalan suatu implementasi, berarti dapat member penjelasan
tentang titik-titik temu yang penting mengenai bagaimana cara mengafasinya dan
implementasi dapat dilaksanakan kembali. Sebab mengapa ‘Yang mungkin timbul
menjadikan kegagalan implementasi dari suaty kebijakdn, publik tentunya berbeda
antara suatu dengan lainnya. Akan tetapi yang jelas hal itu sangat berkaitan erat
dengan beberapa aspek sebagaimana yang di kemukakan oleh Marse Suggono (1994
:149) yaim,

Isi dari suatu kebijakaf alay program yang akan di implementasikan.
Tingkat informasi dati pelaku yang terlibat.
Banyaknya dukungan bagi kebijakan yang di implementsikan.

Pl

Pembagian potensi untuk memahami lebih jauh keempat kondisi di atas
maka di jalaskan secara singkat yaitu :
LIsi kebijakan ; dapat mempersulit implementasi dalam hal :

a, Implementasi kebijakan atan program dapat gagal karena masih samarnya
isi kebijakan. Apa yang menjadi tujuan yang tidak cukup terinci,
sasaran-sasaran dan penetapan prioritas, program-program kebijakan
terfalu umum atau tidak ada sama sekali.
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b. Karena kurangnya ketetapan interen maupun ckstern dari kebijakan yang

di lakukan.
¢. Adanya masalah-masalah teknis yang tidak cukup atau diabaikan.
2. Informasi
Implementasi suatu kebijakan atau program mengasumsikan bahwa para
pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu
atan sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya secara baik.
L{nf‘orma;i ini dalam kenyataan justru sering tidak ada, dalam keadaan vang
demikian itu, para pelaksana tentunya kurang mengetahui apa-apa yang
sebaiknya atau seharusnya dilakukan yang dikehendaki oleh pibak atasan.
Informasi ini juga berkaitan denpan objek-objek kebijakan, misalnya
masyarakat tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan vang akan
diberikan kepada pelaksana (Pemerintah), ata( téntang kewajiban-kewaiiban
yang mercka harus penuhi.
3. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan\akan sangat sulit bilamana tidak mendapat
dukungan vang cukup uatuk itu. Kurangnya dukungan, misalnya dari cara
pelaksanaan dalam tefmenfaatken kebebasan kebijakan mereka, Selanjunya
mungkin juga terjadi karena kurangnya kesediaan masyarakat sebagai obyek
atau dapat juga terjadi apabilah masyarakat merasa terkait kepada kegiatan-
kegiatan tertentu sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang

diinginkankan oleh salah satu pithak vang ada.
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4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi antara pars pelaku (akior) yang terlibat dapat
mempengaruhi implementasi kebijakan atau program, misalnya berkaitan
dengan deferensiasi dari tugas dan wewenang. Di samping itu juga masalah
desentralisasi dari pelaksanaan yang memungkinkan tidak terjadinya
pengendalian yang tersentralisasi. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi

timbulnya kegiatan-kegiatan yang kurang efektif

9. Strategi Peningkatan Potensi Pajak

Salah satu strategi yang dapat di tempuh pemerintah Daerah dalam rangka
peningkatan pajak Daerah adalah melali Intendifikasi dan Eksemtifikasi pajak
daerah, dimana kedua strategin tersebut lebih lanjut dapat divtadkansctagai berikut:
a. Intensifikasi Pajuk Daerah

Salah satu kebijakan yang ‘harus ditempu Perfierintali Daerah Kabupaten/ Kota
dalam upaya peningkatan pajak Daerah adalab-memaksimalisasi terhadap berbagai
kebijakan perpajakan yang yang selama\ini telah dilaksanakan, antara lain melalui
peningkatan efisiensi dan efektivitas'pendapatan asli daerah, perbaikan administrasi
penerimaan Pendapatan Asli Dacrah atau melalui peningkatan tarif pajak.
1. Efesiensi dan Ffektifitas,
a. Efisiensi

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya vang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan  yang
diterima. Kinerja pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan
efisien apabvilah rasio yang dicapai kurang dari satu atan dibawah 100 persen.

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan
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semakin baik. Selain mencakup biaya langsung kantpor pajak yang bersangkutan,

daya guna juga mempethitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak yaitu
waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan ,waktu kantor-kantor dan
lembaga kantor lainnya yang dihabiskan untuk membantu kegiatan memungut pajak
dan mungkin juga biaya mencakup biaya luar yakni biaya mematuhi pajak bagi
wajib pajak .
b, Efektifitas

Efekiifitas menggambarkan kemampuan pemerintah Daerah dalam
merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target
yang ditetapkan berdasarkan potensi riill dasrah. Kemampuan Dacrabe dalam
melaksanakan tugas dikategoikan efektif apabila rasio yang dicapat'minimal sebesar
saty atau seratus persen, sehingga apabilah rasio aktifitasnva semakin tinggi,
menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.
2. Memperbaiki Sistem Perpajakan

Saat ini sistem perpajakan daerah ymé&sih sangat lemah, hal tersebut
menyebabkan banyak potensi pajak\dab Rewribusi daerah yang tidak tergali.
Pemerintah daerah harus da[pat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telzh
terkumpulkan dan dicatat daland sisem akuntansi pemerintah Daerah. Dalam hal ini
pemerintah daerah periu memiliuki sistem pengendalian interen yang memadai untuk
menjamin ditaatinys prosedur dan kebijakan manajemen yang telah di tetapkan.
Pemerintah daerah perlu meneliti apakah penerimaan yang tidak disetor kedalam kas
pemerintah daerah dan disalah gunakan oleh petugas dilapangan. Perlu juga diteliti
masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme Reward and

Punisment. Selain itu pemerintah Daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur
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administrasi, namun meningkatkan prosedur pengendalian. Penyederhanaan Prosedur

administrasi dimaksudkan un tuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar
pajak dan Retribusi daerah schingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
membayar pajak.
b. Ekstensifikasi Pajak Daerah

Kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/Kota dalam
rangka peningkatan pajak daerah adalah melalui Ekstensifikasi pajak, misalnya
menambah jenis pajak baru, namun sebaiknya pemerintah kabupaten tidak menambah
pungutan yang bersifat pajak, jika mau menambah pungutan hendaknya yang bersifat
retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai the last effort, saja.; Bahkan
idealnya pungutan pajak yang dibayar masyarakat adalah pajak pusat saja.

Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan mieningkatkan retribusi
didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama :<Pungutan retribusi langsung
berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik karena masyarakat
tertentu tidak mau membayar lebih tinggi bilah.pelayanan yang diterima sama saja
kualitasnya. Dengan demikian pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan
kinerjanya dalam memberikan{ pelayanan publik. Kedua : Investor akan lebih
bergairah melakukan investasi’di daerah apabila terdapat kemudahan sistem
perpajakan di daerah.

Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota dimungkinkan untuk menambah jenis pajak lain diluar sebagaimana
yang telah diatur dalam undang-undang, namun ketentuan ini dimaksudkan untuk
memberikan keleluasaan pada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta

perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan
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perkembangan potensi pajak. Pajak baru tersebut harus memenuhi kriteria sebagai

berikut :

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.

2) Obyek pajak terletak atau terdapat diwilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta
hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kofa vang
bersangkutan.

3) Obvek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum,

4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi/dan|alau objek
pajak pusat.

5) Potensinya memadai.

6) Tidak memberikan dampak vang negatif tethadap perckonomian.

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemasmpuan masyarakat,

8) Menjaga kelestarian lingkungat»
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B. Kerangka berpikir

Upaya peningkatan potensi pajak di daerah Halmahera Tengah pada era
globalisasi dan otonomi daerah telah mengalami perkembangan yang sangat
bervariasi dari tahun ketahun, angka kemajuan tersebut memberikan motivasi
tersendiri bagi daerah dengan berlatar belakang potensi sumber pendapatan daerah
yang dapat di optimalkan untuk pembangunan namun kadang, keefektifan upaya
pajak mengalami hambatan sering tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Hal
ini dapat berpengaruh pada upaya pembangunan yang berlangsung di daerah
Kabupaten Halmahera Tengah. Kajian ini merupakan sebuah analisis terhadap
potensi pajak daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam upaya peiiingkatan

pendapatan asli daerah di sektor pajak oleh dinas pendapatan daerah.

UPAYA

PAJAK
POTENSI TARGET

YANG
DICAPAIL
REALISASI
PENERIMAAN
PAJAK

47

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf
C. Definisi operasional

Untuk mempermudah analisis dari data hasil penelitian, maka variabel-variabel
yang tercakup dalam masalah penelitian perlu didefinisikan secara operasional untuk
memudahkan analisis, Variable-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pajak (tax effor?), dengan upaya meningkatkan potensi pajak maka
pemerintah dacrah dapat merealisasikan pembangunan daerah sebagai sumber
dana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

2. Faktor-faktor yang menghambat peningkatan potensi pajak dalam hal ini
dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Halmahera
Tengah.

3. Strategi dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak, adalah ‘merupakan
upaya dalam mengoptimalkan kinerja dinas pendapatan daerah Kabupaten
Halmahera Tengah.
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BABIN

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif
Kualitatif. Sugiono (1997 : 24) mendefenisikan metode tersebut dengan pengertian
"metode penelitian yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, objek,
situasi, serta kondisi suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa secara sistematis,
faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta hubungan fenomena yang di selidiki.”

Penelitian ini memberikan timbal balik dalam hubungannya dengan_kondisi
sosial yang ingin di selidiki serta dari data yang di peroleh terhadap masalal vang
akan dipecahkan. Metode ini meneliti keadaan yang sebenarnya vang ada-di lapangan
yang kemudian dilakukan analisa apakah sesuai atau tidak dengairteori, tujuan untuk

memecahkan masalah yang ada, sehingga dapat di tarik kesimpulan.

Selanjutnya menurut Hyman dalam Fan (1997:42) penelitian Deskriptif
Kualitatif bertujuan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala suatu individu atan
kelompok testentu untuk menentuKan frekuensi adanya hubungan tertentu antara
suatu gejala dengan gejalaqfain «dlam masyarakat, sejalan dengan itu Rusidi
{1999:18), menjelaskan ‘penelitian deskriptif bermaksud menggambarkan fenomena
empirik yang di sertai)dengan penafsiran-penafsirannya dengan tujuan memperoleh
gambaran setempat realitanya.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2002:3) metode kualitatif
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Sejalan dengan itu
Kirk dan Miller dalam Moleong, (2002:3) mendefenisikannya sebagai tradisi tertentu
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dalam pengetahuan sosial yang secaras fimdamental bergantung pada pengamatan

pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut
dalam bahasa dan dalam peristilahannya. Selanjutnya menurut Gama (1999:32),
pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penclitian yang berupaya memahami
gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi atau gejala-
gejala tersebut tidak memungkinkan di ukur secara tepat.

Metode kualitatif dipilih untuk memperoleh pengertian dan pemahaman
mengenai aspek-aspek yang ditelitt mengenai peningkatan pendapatan asli daerah
dalam rangka otonomi daerah.

1. Sumber Data

Sumber data utama menurut Lofland dalam Moleong {2000:112) dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnys- adalali data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian sumber/data primer adalah hasil
wawancara dengan narasumber (informan) dan memperhatikan tindakan informan, di
dukung dengan data sekunder berupa dokumen paskah-naskah, data tertulis, maupun
foto sumber data tersebut dapat di bagikedalam beberapa kelompok
2. Informan

Informan adalah orang-orang yang menyajikan fakta melalui kata-kata dan
tindakan yang di rckam dan memberikan data, serta mengetahui dan mengerti
masalah yang sedang.di teliti. Informan tersebut berasal dari; pengelola Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Adapun mercka yang di tunjuk sebagai informan dalam
penelitian ini adalah berjumlah 5 orang terdiri dari kepala dinas, sekertaris, kepala
bidang penagihan, dan 2 orang seksi penagiban lapangan pada Dinas Pendapatan

Daetah Kabupaten Halmahers Tengah.
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B. Instrumen Penelitian,

Instrumen penclitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data
dalam penelitian. Menurut Moleong (2002:117) penelitian dengan metode kualitatif
tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan seria, namun peranan penelitian
yang menentukan keseluruhan skenarionya. Dengan demikian instrumen penclitian
yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah
peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara dengar metode check

fist.

Fungsi peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data
yang vodid dan reliable, yang dapat di penuhi karena peneliti langsung ke lapangan
melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Peneliti sebagai instrumen
penelitian sebell;;m melakukan pengamatan di lapangan sudah mémpersiapkan dan
membekali dirinya dengan kemampuan melakukan gpengarnatan dan pengetahuan

tentang latar (setting) dan lapangan (field).
C. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data yang di’ginakan pada penelitian ini terdiri dari;

1. Pengamatan {observasi}

Pengamatan di lakukan terhadap gejala-gejala yang tampak di lapangan terhadap
objek yang di feliti. Selanjutnya pengamatan juga dilakukan terhadap perilaku dan
tindakan informan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh melahii

pengamatan dicatat dengan menggunakan alat yang tersedia antara lain alat tulis.

51

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf
2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan informan terhadap semua aspek objek yang di
teliti. Tujuan dilakukan wawancara untuk mendapatkan daia yvang memadai tentang
obyek penelitian secara langsung dari kata dan tindakan informan, Data yang di

perolech melalui wawancara dicatat pada kartu khusus atay bentuk lain.
3. Dokumentasi

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis dalam
bentuk arsip bertujuan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tentang Pendapatan
Asli Daerah (PAD), dan Perda tentang ﬁimbér-st:mbcr Pendapatan Asli Daerah yang

sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan.

D. Metode Analisis Data
Data yang dibutuhkan dan dikumpulkan pada pefelitian”ini meliputi data
tentang :
1) Data sumber-sumber Pendapatan AsliDaerah:
2) Data perbandingan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2005
sampai dengan tahun 2008:
3) Data perbandingan (arget dan realisasi retribusi daerah dari tahun 2005
sampai dengan tahun 2008 yang di hadapi dalam merealisasi peningkatan

Pendapatan AsliDaerah,

Setting menuwrut Miles dan Huberman dalam Creswell (1994:149), yaitu The
setting (where the reseach will take place). Jadi latar (sefting) penelitian ini adalah di
mana berlangsungnya observasi dan wawancara kepada kelompok informan yang

terdiri dari pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari tahun anggaran 2005
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sampai dengan tahun anggaran 2008 di Kabupaten Halmahera Tengah sedangkan

lapangan field penelitian menurut Emerson dalam Newman (1997:343) field reseach
is the study of people acting in the natural courses of their daily lives. Adapun yang
menjadi lapangan (field) penelitian ini berlokasi pada Pemerintah Kabupaten
Halmahera Tengah,

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis

datanya di lakukan dengan tabulasi selanjutnya di uraikan daa di tafsirkan.
Data yang berhasil di kumpulkan selanjutnya di olah melalui kegiatan :

) Memproses satuan melalui kegiatan penyusunan satuan.
2) Kategorisasi, menetukan kategori data yang di peroleh dan selanjutnya

menempatkan data pada kategorinya masing-masing:

4. Teknik Pengajian Keabsaban Data

Penpujian keabsshan data di lakukan dengan'fhenggunsakan triangulasi, yaito
check, recheck, dan cross check terhadap data yang di perolch. Teknik triangulasi
digunakan untuk melihat validitas ddta-yang telah di peroleh Kosasih, (1998:11}.
Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data-itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding data
tersebut Moleong, (1999:178). Triangulasi dapat di lakukan dengan sumber data
dan peneliti atau pengamat lainnya. Lebih lanjut dikatakan pengujian keabsahan
data ditempuh dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan

kecukupan referensial. Dalam triangulasi ini dilakukan dengan cara :

33

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


http:pengecelc.an
http:1a1rulc.an
http:kumpullc.an

14/41117 .pdf
1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara dengan ’

informan.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang di katakan orang secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang di katakan orang tentang situasi penelitian
dengan yang di katakan sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif sescorang ftentang berbagai
pendapat dan pandangan orang tentang peningkatan pendapatan asli
daerah, efisiensi penggunaan dana pembangunan dan rutin seria
menajeman keuangan pemerintahan daerah itu sendiri.

© 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.

54

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117.pdf
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyclenggaraan otonomi daerah
sangat disadari oleh Pemerintah. Dinas Pendapatan Daersh Kabupaten Halmahera
Tengah mempunyai program kerja adalah untuk merumuskan rencana pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pembangunan, disamping ity upaya untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah dan bagi hasil pajak yang
berpedoman pada kebijakan yang iclah ditetapkan, dilakukan dengan. car
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang mempunyai kewajiban
membayar pungutan pajak daecrah dan bagi hasil pajak.

Untuk ity Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengrh sudsh seharusnya untuk
lebib giat lagi dalam melakukan sosialisasi dan penyuluban serta pendataan potensi
pajak daersh. Salah satu langkah yang(-dapat’ dilakukan adalah melalui
pengklasifikasian, ini tentunya menimbutkan adanya perbedaan tarif pajak yang harus
di bayar oleh wajib membayar pajék) yang pelaksanaannya di atur dengan peraturan
daersh, Dengan pengklasifikasian tersebut dapat diketahui berapa jumlah tarif yang
harus dibayarkan.

Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam
menentukan potensi, target, dan realisasi pa,]ak daerah belum optimal, hal ini dapet di
lihat dari :
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1. Lemahnya Sumberdaya manusia aparatur, dalam menentukan potensi, target dan

telisasi penerimaan pajak Daerah maupun Bagi Hasil Pajak. Dari sumberdaya
aparatur yang dimilikinya dengan presentasi tersebut dapat di analisis dan
menarik kesimpulan bahwa pengelolahan Pendapatan Dacrah yang di lakukan di
Dinas Pendapatan Dacrah belum optimal schingga di masa yang akan datang
perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman sumberdaya manusis aparatur
melalui Pendidikan dan Pelatihan balk Formal maupun Nonformal dengan
pendekatan perjenjangan schingga menghasilkan sumberdaya aparatur yang
profesional.

2. Bahwa Faktor-fakior yang menghambat kinerja Dinas Pendapstan Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah dalam meningkatkan potensi pajak adalah :

- Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memendhi kewajiban
pajak yang telah di tetapkan berdasarkan ketetdpan pajak daerah.

- Masih rendahnya sumberdaya manusia aparatur yang di miliki dinas
pendapatan dacrah.

- Fasilitas Pendukung (sarana) yang tersedia belum optiroal,

- Umumnya sumber-sunber “pendapatan terschar pada wilayah yang
terisolir.

- Terdapat pajek-pajak yang potensial belum dapat dikelolah secars
maksimal.

- Kurangnya sarans dan prasarana penunjang yang tersedia untuk
melaksanakan tugas-tugas di lapangan schingga para petugas terscbut
sangat pasif melaksanakan penagihan secara rutin sctiap waktu, sehingga
menimbulkan tunggakan yang cukup besar,

104

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41117 .pdf
-~ Komunikasi yang di bangun dari donatur lembaga belum optimal.

- Masih lemahnya komitmen untuk menginplementasikan Peraturan
Pemerinish dan peraturan dacrah yang mengatur tentang pendapatan
daerah

- Kinerja aparatur kurang maksimal dalam perencanzen, penetapan,
penagihan dan pembukuan termasuk administrasi dan tehnik pelaksanaan
di tapangan.

3. Strategi Peningkatan Potensi Pajak

Salah satu kebijakan yang harus ditempu Pemerintah Dacrah Kabupaten/ Kota
dalam upaya peningkatan pajak daerah adatah memaksimalisasi terhadap)\berbagai
kebijakan perpajakan yang yang sclama ini telah dilaksanakan, antars lain melalui
peningkatan efisiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah, perbaikan administrasi
pencrimaan Pendapatan Asli Dacrah atau melalui peningkatan tarif pajak.

- Memperbaiki sistcm perpajakan dacrah yang masih'sangat lemah, hal tersebut
menyebabkan banyak potensi pajak yang tidak tergali.

- Pemerintah dacrah perlu memilild\sistem pengendalian interen yang memadai
untuk menjamin ditaatinyd prosedur dan kebijakan manajemen yang telah di
tetapkan.

- Pemerintah daerah ‘perlu meneliti apakah pencrimaan yang tidak disetor
kedalam kas dacrah dan disalah-gunakan oleh petugas dilapangan.

- Perlu juga diteliti masyarakst yang tidak membayar pajak dan penetapan
mekanisme Reward and Punisment.

- Dan pemerinitah Daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur

administrasi, namun meningketkan prosedur pengendalian,
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B. Saran

Bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pajak (fax effof) Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melalui tesis ini, penulis sarankan beberapa
hal

- Perlunya membangun kesamaan persepsi tentang tugas dan tanggung jawab
instansi-instansi teknis terutama dinas Pendapatan Daerah.

- Perlunya peningkatan sumber daya manusia baik SDM Aparatur pelaksanaan
maupun sumberdaya manusia masyarakat/objek pendapatan.

- Perlunya sosialisasi dan penyluhan secara kontiniu terhadap masyarakat
dalam meningkatkan pembayaran pajak secara baik dan efesien,

- Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung, yang memadai
sehingga mempermudah aparatur untuk mengadakasn Tugay penagihan pajak
secara baik dan dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dacrah.

- Perlunya mengidentifikasikan secara (Tiolistik™ tentang sumber-sumber
pendapatan yang tersedia, baik yang \bersumber dari masyarakat, maupun
yang bersumber dari pemerintalt dan pihak ke tiga.

- Perlunya meningkatkan “Agenda operasional guna mendukung kegiatan
opersional Aparatur yang pada akhimya menuju pada peningkatan dan
pendapatan ddgrah.

- Bahwa perlu-iéwujudkan hasil yang maksimal di butuhkan komunikasi yang
intens baik antara pejabat pelaksana dengan pegawai Kini di dinas pendavatan
maupun antar dinas, sektor dalam wilavah kineria pemerintah Kabupaten

tiatimahera Tengah,
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« Perlunya mengoptimalkan berbagai komitmen yang baik untuk

mengimplerentasikan perafuran perundang-undangan dan peraturan daerah
yang mengatur tentang pendapatan dacrah, schingga pada masa yang akan
datang pemerintah kabupaten Halmaheras Tengah harus memikickan jalan
keluar dari berbagai kendala tersebut, pemerintah kabupaten Halmahera
tengah harus lebih jeli dalam menciptakan sumber-sumber pajak yang baru,
dan sektor-sektor yang belum dikembangkan.
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PEDO A C

A. Kepala Dinas Pendapatan Dacrah

I. Apakah ada peraturan pemerintah atau undang-undang yang dijadikan sebagai acuan dalam

e B U

melakukan keglatan penagihap pajak daerah 7

Apakah ada perataran daerah yang mengatur tentang pajak daerah ?

Apakah ada kebijakan lain selain kedua peraturan di atas ?

Bagaimana cara menentukan potensi pajak 7

Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak ?

Berapa jumiah personii yang ditugaskan untuk mengadakan penagihan pajak 7

Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan tugas 7
Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan penagihan pajak ?

Menurut bapak, apakah personil telah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?

B. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah

¥ o® oo w

1. Apakah ada peraturan dacrah yang mengatur tentang sumber-stmiber pendapatan daerah ?

2. Bagaimana cara menentukan potensi pajak ?

3.

4. Berapa jumlah personil yang ditugaskan untuk mengadakan penagihan pajak di kecamatan-

Upaya apa saja dalam meningkatkan petensi pajék ?

kecamatan 7

Apakah ada fasilitas yang diberikan kepads para personil dalam melaksanakan tugas ?

Fasilitas apa saja yang diberikan kepada petugas lapangan ?

Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan? penagihan pajak tersebut ?
Apakah personil bapak bekerid sesuat dengan waktu yang telah di rencanakan ?

Menurut Bapak apakah personil telah bekerja sesuai dengan prosedur yang telsh ditetapkan 7

10. Apakaha&afaktoryaﬂgmengimmhatdalamkcgamnpenagﬂmpqyakdaemh‘?
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C. Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Dacrah

Berapa jumlah personil yang ditugaskan untuk mengumpulkan sumber-sumber pendapatan ?
Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada para personi! dalam melaksanakan tugas ?

Fasilitas berupa apa saja yang diberikan kepada petugas lapangan ?

Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak 7

Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan? penagihan pajak tersebut ?
Apakah petugas lapangan itu bekerja sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan ?

Menurut Bapak apakah personil telah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?
Apakah ada faktor yang menghambat kegiatan penagihan pajak daerah ?

Faktor apa saja yang menghambat dalam kegiatan penagihan tersebut ?

el T ol
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9 Menurut bapak, apaksh personil telah bekerja sesuai dengan prosedur vang telah

ditetapkan ?
10.Apakah ada faktor yang menghambat dalam kegiatan penagihan pajak daerah?.

.. Petugas Lapangan Dinas Pendapaten Dacrak

1. Berapa jumiah personil yang ditugaskan untuk mengumpulkan sumber-sumber
pendapatan?

2. Apaka ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan
tugas?

3. Fasilitas berupa apa saya yang diberikan kepada petugas lapangan?

4, Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak ?

5. Berapa lamakah waktu vang ditetapkan untuk meldksanskan kegiatan?
Penagihan pajak ?

6. Apakah petugas lapangan itu bekerja sesuai~déngan waktu yang telah
direncanakan?

7. Menurut bapak, apakah personil telah ‘bekerja sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan?

8. Apakah ada faktor yang menghambat kegiatan penagihan pajak daersh?.

9. Faktor apa saja yang menghambat dalam kegiatan penagihan tersebut ?
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4. Upaya apa saja dalam meningkatkan ;ﬁbtensi pajak ?
Jawab : Upaysh dalam meningkatkan potensi pajak yaitu ;
o Mengadakan sosiaiiszasi dan penyuluhan kepads masyarakan tentang
benﬁn@ya membayar pajak.
= Melaksanakan pekan panutan membayar pajak.
5. Berapa jumlah personil yang ditugaskan untuk mengadakan penagihan pajak ?
Jawab : Jumlah personil dalam kantor sebanyak 37 orang yang ditugaskan turun
lapangan untuk mengadakan penagihan sebanyak 6 orang 1 orang
kecamatan dan dibantu oleh petugas kecamatan dan petuas desa yang
ditunjuk.
6. Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan
tugas?
Jawab : Fasilitas yang diberikan kepada petugaslapangan atau personil yang
melaksanakan penagihan yaitu uang perjalanan dinas .
7. Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan Penagihan pajak
tersebut 7
Jawab: Tiga bulan lamanyakadang- kadang belum cukup waktu sudah selesai
melaksanakan penagihan.
8. Menurut bapak, dpakah personil telah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan 7
Jawab : Petugas atau personil yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas benar-
benar petugas yang sudah berpengalaman schingga bekerja sesuai dengan
prosudur telah ditetapkan,
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5. Apakah ada fasilitas yang diberikan 'kepada para personi! dalam melaksanakan
tugas?
Jawab ; Fasilitas yang di berikan kepada para personil dalam melaksanaka tugas
Di lapangan yaitu fasilitas berupa uang perjalanan dinas
6. Berapa lama waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan? Penagihan
pajak tersebut ?
Jawab : waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak
Selama tiga bulan lamanya. Dalam satu tahun empat kali mengadakan
penagihan.
7. Apakah ada faktor yang menghambat dalam kegiatan penagihan pajak dacrah?.
Jawab : ada, kadang-kadang wajib pajak tidak berada di tempat pada saat
penagihan,
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6. Apaksh ada faktor yang menghambat kegiatan penagihan pajak daerah?.

Jawab: ada, yaitu 1. Pada saat petugas mengadakan penagihan ada wajib pajak
tidak berada ditempat
2. Penentuan jumiah pembayaran pajak tidak sesuai dengan
kondisi di lapangankarma yang menentukan jumlah
pembayaran pajak adalah kantor pajak pratama Temate.
Kantor Dinas pendapatan hanys melaksanakan pungutan
atau penagihan.
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HASIL, WAWANCARA

D. Petugas Lapangan Dinas Pendapatan Daerah

L.

Berapa banyakkah personil yang mengadakan penagihan di kecamatan ?
Jawab : 6 sampai § orang.
Berapa lamakah penagihan pajak di kecamatan ?
Jawab ; Satu bulan sampai Tiga bulan.
Apakah dalam melaksanakan tugas mendapatkan biaya akomodasi dan transportasi ?
Jawab : Dapat, tergantung dari jarak jauh - dekat antar kecamatan.
Menurut bapak, apakah ada faktor-faktor yang menghambat dalam penagihan pajak 7
Jawab : Ada.
1. sering wajib pajak tidak berada di tempat.

2. Ada schagian masyarakat atau wajib pajak, yang-belum memahami tentang
pembayaran pajak.

Apakah ada aparat kecamatan dan desa yang mmbmm pelaksanaan penagihan pajak ?
Jawab : Ada.

Berapakah jumfah dari petugas kecamatan dan desa ?

Jawab : Petugas Kecamatan Tiga orang dan’dari desa Satu orang.

Apakah pembayaran pajak sesuaidengan keinginan masyarakat atau tidak 7

Jawab : Sebagian wajib pajak sesuai dan sebagian lagi tidak sesuai sebab penentuan jumlah pajak
nya tidak sesuai dengan Xondisi di lapangan.

Apakah ada permasalalian yang dapat diselesaikan oleh petugas lapangan atau petugas
penagihan ?

Jawab : Ada. Yaitu dengan adanya sosialisasi dan penjelasan petugas pajak tentang pendataan
serta pembayarun pajak.
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